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MOTTO 

ْ أ ِنَّ عَذَابِِْ لشََدِيدٌْ ﴿ ْ لَََزِيدَْنَّكُم وَ لئَِِْ كَفَرْتُم ْ لئَِِْ شَكرْتُم نَ رَبُّكُم ﴾ ۷وَاِزْتَََذَّ  

(ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “sesungguhnya jika kamu bersyukur, 

niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari 

(nikmat-ku), sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras” 

(QR. Ibrahim ayat 7). 
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ABSTRAK 

Iga Sefiana Putri, 2023 : Sistem Pengawasan Kesehatan Terhadap Produk 

Olahan Tape Oleh Dinas Kesehatan Bondowoso Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus Di Desa 

Wringin Gang Tape Bondowoso).   

 

Kata Kunci : Sistem Pengawasan, Produk Olahan Tape, UU No. 08 Tahun 

1999 

 

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

berkaitan dengan produk olahan tape, karena dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen  mengatur tentang hak-hak pelaku usaha dan konsumen. 

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan hukum terhadap konsumen. Oleh karena itu, peneliti ingin menggali 

perlindungan konsumen terhadap produk olahan tape di tinjau Undang-Undang 

Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Dinas Kesehatan.  

Adapun fokus masalah ini 1) Bagaimana proses pengolahan tape di Desa 

Wringin Kab. Bondowoso? . 2) Bagaimana standart kesehatan terhadap produk 

olahan tape di Desa Wringin Kab. Bondowoso?.  3) Bagaimana sistem 

pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso terhadap produk olahan tape di 

Desa Wringin Kab. Bondowoso di tinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen?. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui apakah ada keterkaitan dari Dinas Kesehatan dengan Pengawasan 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen, mengetahui dan menganalisa Perlindungan Konsumen 

dalam produk tape yang ada di Desa Wringin menurut tinjauan Undang-Undang 

Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis 

penelitian di lapangan. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

Berdasarkan penelitian bahwa 1) Proses produk olahan tape terdiri dari 7 

proses pengolahan tape. 2) Standart Kesehatan oleh Dinas Kesehatan terhadap 

produk olahan Tape adalah Untuk memberikan dan menjaga suatu proses yang di 

olah dari produk tape, agar produk tape tersebut bisa terjamin kualitasnya dan bisa 

menjamin kesehatan masyarakat. 3) Sistem Pengawasan terhadap produk olahan 

Tape, ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen dalam Pasal 1 Ayat 1 perlindungan Konsumen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum. 

Jadi sstem pengawasan produk olahan tape harus di jamin pengawasannya oleh 

Dinas Kesehatan, agar produk tape tidak memberikan dampak negative terhadap 

konsumen yaitu masyarakat. Sistem pengawasan produk olahan tape dari Dinas 

Kesehatan, karena Dinas Kesehatan yang mengawasi jalannya proses produksi 

pada Tape. Karena proses produk olahan tape, akan terjamin kesehatannya apabila 

Dinas Kesehatan yang mengawasi jalannya proses produk tape. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. KONTEKS PENELITIAN 

Manusia adalah  makhluk sosial yang saling membutuhkan. Manusia 

memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Adapun firman 

Allh SWT dalam Al-Qur’an mengenai manusia sebagai makhluk individu dan 

makhluk sosial tertera dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 71 : 

 

ؤْمِنمونَ  ؤْم وَالْمم بعَْ انَ والْمم هممْ أوَْلِيَآ ءم ونَ بِ  ض   تم بعَْضم رم وفِ وَينََْ لْمَعْ يآَْمم لَ رم نكرَِوَيمقِيممونَ الصَّ ةَ  وْنَ عَنِ الْمم

و  كََةَ وَيمطِيعم َ نَ وَيمؤْتمونَ الزَّ ولَم  اللََّّ ه  أوُلئَِكَ سَيََْ حََمهممم  وَرَسم م َ عَزيِزٌ  اللََّّ نَّ اللََّّ ﴾۷۱حَكِيٌم﴿ا   

 

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, 

mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah 

dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 71)1 

 

Setiap manusia yang mempunyai interaksi, baik itu jadi konsumen. Menurut 

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 

ayat 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.2 Sedangkan 

Produsen atau pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 

 
1 Al-Qur’an dan terjemahnya Surat  At-Taubah ayat 71, 291. 
2 Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 2. 
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Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3 yaitu setiap orang perseorangan 

atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan Hukum maupun bukan badan 

Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.3 

Pangan adalah  kebutuhan pokok untuk menunjang kelangsungan hidup 

manusia. Dimana pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang menjadi hak asasi 

setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan bermanfaat. Tanpa makan dan minum yang cukup, manusia tidak akan aktif 

dalam melakukan aktivitasnya. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi tersedia 

secara cukup untuk memenuhi syarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya 

terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi 

kesehatan serta berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat. 

Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan 

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta peningkatan kecerdasan 

masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat 

merugikan atau membahayakan kesehatan masyarakat tersendiri. Masalah mutu 

pangan yang menyangkut keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia wajib 

untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. pangan yang dikonsumsi 

oleh masyarakat adalah melalui suauatu makanan yang meliputi produksi, 

penyimpanan, peredaran hingga sampai di tangan konsumen agar seluruh  

 
3 Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 3. 
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makanan tersebut bisa memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi. perlu 

adanya suatu sistem pengaturan dan pembinaan dan pengawasan yang efektif di 

bidang keamanan mutu dan gizi pangan terdapat Undang-Undang nomor 8 tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 29 dan pasal 30 menjelaskan 

mengenai bagaimana tugas pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan 

mengenai Perlindungan Konsumen.4 

Menurut Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dam tidak untuk 

diprdagangkan.5 

Menuruit Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 1 ayat 1 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen.6 

Bondowoso adalah kota bupaten yang tidak memiliki garis pantai di Jawa 

terletak didaerah Jawa Timur yang bertetangga dengan Kabupaten Jember 

disebelah selatan, utara dengan Kabupaten Situbondo, timur dengan Kabupaten 

Banyuwangi, dan barat dengan Kabupaten Probolinggo. Bondowoso merupakan 

kota dengan julukan kota tape meskipun faktanya masyarakat Bondowoso juga 

tumbuh kembangnya home industry yang lain seperti kerajinan kuningan hanya 

 
4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tantang perlindungan konsumen, pasal 29, 30. 
5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 2. 
6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1. 



4 
 

4 
 

saja tidak sepopuler makanan tape yang acapkali sebagai buah tangan khas dari 

Bondowoso. 

Tape adalah salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh kalangan 

masyarakat di Indonesia dan merupakan hasil fermentasi singkong dan bisa juga 

dengan ubi ungu. Tape yang baik adalah ketika masak tidak berair, tidak 

berjamur, khas bondowoso tape berwarna kuning merata, matangnya merata.7 

Penamaan tape diberbagai daerah itu berbeda-beda misalnya tape bakar istimewa 

bapak kamil, tape singkong, tape ketan hitam dan lain sebagainya. Daerah 

Wringin sendiri memiliki beberapa industri rumah tangga pangan pembuat tape 

yang sudah cukup lama berproduksi dan memiliki wilayah pendistribusian yang 

cukup luas. 

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen Masyarakat wajib 

mendapatkan perlindungan hak yang paling asasi yaitu mendapatkan perlindungan 

terhadap informasi dan keamanan terhadap makanan yang beli di pasaran. Apabila 

masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak jelas standar mutu nya tentu 

sangat membahayakan kesehatan. Terhadap permasalahan ini maka khususnya 

Dinas Kesehatan setempat memiliki peran yang sangat besar dalam rangka 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam bab 4 undang-undang 

Nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan bahwasannya sesungguhnya pemerintah 

berwenang untuk memberikan pengawasan terhadap semua kegiatan yang 

berkaitan dengan upaya penyelenggaraan dan kesehatan yang merata dan 

terjangkau oleh masyarakat oleh sebab itu instansi terkait khususnya Dinas 

 
7  menurut Bapak Andi Dinas Kesehatan 
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Kesehatan itu memiliki peranan yang cukup penting untuk menciptakan kualitas 

barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan 

atau jasa agar kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen dapat terjamin di 

dalam undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa, Dinas 

Kesehatan memiliki wewenang dalam hal pengawasan dan pembinaan.8 

Dinas kesehatan adalah memiliki tanggung jawab serta membina terhadap 

pelaku industry rumah tangga yaitu pelaku usaha di bidang makanan dan 

minuman, ada makanan siap saji maupun produk makanan kering olahan yang di 

simpan diatas 7 hari.9 

Pengawasan produksi adalah kegiatan untuk mengkoordinir aktivitas-

aktivitas pengerjaan untuk pengelolaan agar waktu penyelesaian yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dapat dicapai dengan efektif dan efisian.10 Pengawasan 

produksi juga merupakan suatu sistem jaringan menyeluruh dari suatu pabrik yang 

mengawasi jalannya proses produksi agar barang yang dihasilkan sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat, baik mengenai harga, biaya produksi, kuantitas, 

maupun kualitas. 

Pengawasan proses produksi diperlukan untuk menjamin kualitas suatu 

produk yang dapat dihasilkan akan terjamin dan sesuai dengan standar kualitas 

yang dapat di butuhkan oleh konsumen. Dengan adanya pengawasan proses 

produksi diharapkan dapat mengurangi pangan yang dapat membahayakan bagi 

kesehatan konsumen.  

 
8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
9 Hasil wawancara Bapak Andik Dinas Kesehatan 
10 Sofjan Assauri, Manajemen Produksi dan Operasi  (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), 148. 
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  Dalam hal ini produk olahan tape yang ada di Bondowoso khususnya di 

Desa Wringin Gang Tape pada saat ini masih belum ada pengawasan dari 

pemerintah padahal sistem pengawasan dari pemerintah itu sangat dibutuhkan 

oleh konsumen agar kita tahu bahwa produk yang kita konsumsi itu apakah benar-

benar sehat dan memenuhi standar mutu. Dalam memproduksi pangan olahan 

yang baik dan memenuhi standar makanan yang sehat dilakukan oleh dinas 

kesehatan. Sehingga membuat penulis ingin membahas mengenai masalah ini 

sehingga dari uraian di atas penulis akan melakukan studi kasus mengenai 

SISTEM PENGAWASAN KESEHATAN TERHADAP PRODUK OLAHAN 

TAPE OLEH DINAS KESEHATAN BONDOWOSO DITINJAU DARI 

UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN (Studi Kasus Di Desa Wringin Gang Tape Bondowoso). 

B. Fokus Penelitian  

1. Bagaimana proses pengolahan tape di Desa Wringin Kab. Bondowoso? 

2. Bagaimana standart kesehatan terhadap produk olahan tape di Desa Wringin 

Kab. Bondowoso? 

3. Bagaimana sistem pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso terhadap 

produk olahan tape di Desa Wringin Kab. Bondowoso dItinjau dari Undang-

Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui proses pengolahan tape di Desa Wringin Kabupaten 

Bondowoso. 



7 
 

7 
 

2. Untuk mengetahui standart kesehatan terhadap produk olahan tape di Desa 

Wringin Kabupaten Bondowoso. 

3. Untuk mengetahui sistem pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso 

terhadap produk olahan tape di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

D. Manfaat penelitian   

Penelitian dilakukan oleh peneliti agar memiliki kegunaan sendiri, dan 

diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

penelitian ini mampu berfikir kritis terhadap fenomena-fenomena 

yang terjadi di masyarakat untuk memberikan kenyamanan dan 

mengkonsumsi atau mengolah tape dengan benar, dan mampu 

memberikan standart kesehatan dengan system pengawasan dari Dinas 

Kesehatan Bondowoso terhadap produk olahan tape di Desa Wringin 

Bondowoso ditinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, manfaat penelitian mampu untuk memberikan 

pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso terhadap produk 

olahan tape di Desa Wringin Bondowoso berdasarkan Undang-

Undang Nomor  08 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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b. Bagi almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literature dari 

segenap karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi 

kajian terdahulu bagi peneliti-peneliti yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

c. Bagi pihak produsen tape singkong, penelitian ini dapat 

memberikan informasi mengenai nilai tambah yang diperoleh 

dari usaha tersebut. 

d. Bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak yang terkait, penelitian 

dapat dijadikan bahan pertimbangan berupa informasi, dalam 

menentukan kebijakan terhadap pengembangan usaha tape 

singkong. 

e. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan pengembangan usaha 

tape singkong. 

E. Definisi istilah 

Definisi ini berisi tentang pengertian istilah-istilah yang penting dan 

menjadi titik perhatian terhadap penelitian dan di dalam judul penelitian. 

Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang di 

maksud oleh peneliti. 

1. Sistem 
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Menurut Indrajit, system adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-

komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu sama dengan 

yang lainnya.11 

2. pengawasan  

menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen pengawasan adalah proses untuk menjamin 

bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini 

berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang 

direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang 

sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. 12 

3. kesehatan  

 Kesehatan menurut Undang-Undang 23 Tahun 1992 tentang 

kesehatan pasal 1 ayat 1 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan 

sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis.13 

Manfaat tape singkong untuk kesehatan yaitu menghangatkan tubuh, 

sumber energy, menu diet, mengatasi jerawat superfood untuk 

pencernaan, dan lain-lain 

4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 perlindungan konsumen pasal 

1 ayat 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan hukum.14 Di dalam Undang-Undang 

 
11 Indrajit,  Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object, (Bandung: Informatika, 2013). 
12 Yohanes Yahya, Pengantar Manajemen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006 hlm. 133 
13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan , pasal 1. 
14 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1. 
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Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen 

memiliki hak dan kewajiban dalam mengonsumsi barang dan atau 

jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, untuk diperlukan 

atau dijanjikan, untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif, untuk mendapatkan kompensasi, ganti 

rugi dan atau pengganti. Apabila barang dan atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak mestinya, maka harus 

ditentukan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.15 

5. Produk olahan tape 

Proses produk olahan tape terbagi emnjadi 7 bagian yaitu 

1. Adanya singkong yang bagus 

2. Pengupasan singkong 

3. Pencucian singkong  

4. Direbus singkong 

5. Diangkat dan didinginkan 

6. Di kasih ragi 

7. Di diamkan dan barulah menjadi tape. 

F. Sistematika Pembahasan 

sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab 

menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan sebuah 

penelitian. Pembagian bahasan melalui bab-perbab sangat diperlukan untuk 

 
15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4,5. 
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kepentingan penulisan, juga audiens yang ingin mencermati, supaya mudah dan 

teratur dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti, serta membantu dalam 

langkah penelitian. 

Untuk mendapat gambaran pokok penelitian secara menyeluruh dan utuh, 

dapat mencermati korelasi antara bab yang satu dengan yang lainnya agar lebih 

jelas. Maka perlu, dijelaskan bahwa sistematika penulisan penelitian ini di susun 

sebagai berikut: 

Bab I, Membuat pendahuluan yang terdiri dari Konteks Penelitian, Rumusan 

masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Defini istilah, dan Sistematika 

pembahasan. 

Bab II, Membuat kajian pustaka yang membahas penelitian terdahulu dan 

kajian teori dengan mengantarkaan permaslahan “sistem pengawasan dari Dinas 

Kesehatan Bondowoso terhadap produk olahan tape di desa Wringin Bondowoso 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen”. 

Bab III, membuat tentang penerapan metode penelitian (metpen), 

merupakan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, 

teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap 

penelitian. Metode penelitian (metpen) merupakan penelitian yang harus 

digunakan untuk  menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. 

Bab IV, memuat penyajian data dan analisis data tentang “sistem 

pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso terhadap produk olahan tape di 
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desa Wringin Bondowoso di tinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen”. 

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan 

dengan penelitian. Yang bertujuan untuk memperbaiki di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian terdahulu  

Dalam penelitian ini, peneliti ini dapat membahas tentang berbagai macam 

penelitian terdahulu yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, 

baik karya yang sudah terpublikasikan maupun belum terpublikasikan (skripsi, 

tesis, disertai dan sebagainya). Dengan langkah ini, maka dapat dilihat sampai 

sejauh mana posisi penelitian yang hendak dilakukan.16 Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yaitu: 

a. Yuli Mega Anggraeni “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Produk Produk Pangan Impor yang Tidak Tercantum Label Berbahasa 

Indonesia di Kabupaten Banyumas”. Dalam skripsi ini membahas 

 
16 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember: IAIN Jember Press, 39. 
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tentang bagaimana Pengawasan BPOM mengawasi makanan impor 

yang tidak dilengkapi dengan label produk. Persamaan dalam skripsi 

ini adalah terdapat adanya perlindungan hukum terhadap konsumen 

dan letak perbedaannya yaitu terletak dalam pengawasan BPOM di 

kota semarang, dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan 

hukum terhadap produk olahan tape. 

b. Mey Minanda, 2016  “perlindungan konsumen terhadap produk 

pangan industry rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan 

hukum islam dan hukum positif”. Skripsi ini membahas tentang 

perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah 

tangga tanpa tanggal kadaluwarsa, terdapat hukum positif dan hukum 

islam yang menyempurnakan peraturan perlindungan konsumen 

dalam hukum positif 

Persamaan dengan skripsi ini yaitu perlindungan hukum 

terhadap konsumen dan perbedaannya adalah skripsi ini membahas 

tentang perlindungan hukum terhadap kosumen terdapat produk 

pangan industry rumah tangga dan tanggal kadaluwarsa. Sedangkan 

peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap produk 

olahan tape. 

c. Nur samsiah, 2019 “Perlindungan Konsumen Makanan di Kelurahan 

Tuahmadani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut 

Fiqh Muamalah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sih 

Perlindungan konsumen terhadap makanan di Kelurahan Tuahmadani 
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Kecamatan Tampan kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh 

Muamalah. 

Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tentang 

perlindungan konsumen terhadap makanan. Perbedaannya yaitu 

skripsi ini membahas perlindungan konsumen yang berdasarkan fiqh 

muamalah, sedangkan peneliti membahas perlindungan konsumen dan 

pengawasan kesehatan terhadap produk olahan tape. 

d. Aprilia Karimah, 2020 “Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada jasa Catering Rumah 

Makan Barokah Di Kampus Universitas Jember” Perlindungan 

Konsumen terhadap Jasa Catering yang melakukan kesalahan ataupun 

kelalain akan tetapi konsumen pada jasa catering melakukan 

kesalahan dan kelalaian dikarenakan kurang pengetahuannya. terkait 

perlindungan hukum Skripsi ini mebahas tentang bagaimana 

Perlindungan Konsumen terhadap jasa catering Rumah makan 

barokah. 

Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas perlindungan 

konsumen. Perbedaaannya dalam skripsi ini adalah skripsi ini 

membahas tentang Perlindungan Konsumen terkait jasa catering yang 

melakukan kesalahan dan kelalaian. sedangkan peneliti membahas 

tentang perlindungan konsumen dan pengawasan kesehatan terhadap 

produk olahan tape. 
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e. Dinda Sari, 2017 Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan olahan Impor di Kota Makasar Skripsi ini membahas 

Efektivitas Pengawasan obat dan makanan terhadap produk makanan 

olahan impor di Makasar masih kurang baik. Untuk mencegah 

terjadinya peredaran produk makanan yang tidak layak untuk 

dikonsumsi maka dari pihak BPOM itu sendiri harus lebih 

meningkatkan kinerjanya untuk rutin turun langsung kelapangan 

untuk mengawasi peredaran produk-produk  makanan yang layak 

untuk dikonsumsi.  

Persamaan dalam skripsi ini membahas tentang pengawasan makanan. 

Perbedaan dalam skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang BPOM dan 

sedangkan peneliti membahas tentang Pengawasan oleh Dinas Kesehatan terhadap 

produk olahan tape dan Perlindungan Konsumen. 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian  

No. NAMA/JUDUL PENELITIAN PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Yuli Mega Anggraeni 

“Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Produk Produk 

Pangan Impor yang Tidak 

Tercantum Label Berbahasa 

Indonesia di Kabupaten 

Banyumas”. 

Terdapat adanya 

perlindungan 

hukum terhadap 

konsumen 

Terdapat adanya 

pengawasan BPOM di kota 

semarang, dalam skripsi ini 

membahas tentang 

perlindungan hukum 

terhadap produk olahan 

tape. Sedangakn peneliti 

membahas tentang, 

perlindungan hukum 

terhadap produk olahan 

tape.  

2. Mey Minanda, 2016  

“perlindungan konsumen 

terhadap produk pangan industry 

rumah tangga tanpa tanggal 

kadaluwarsa berdasarkan hukum 

perlindungan 

hukum terhadap 

konsumen 

skripsi ini membahas 

tentang perlindungan 

hukum terhadap kosumen 

terdapat produk pangan 

industry rumah tangga dan 
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islam dan hukum positif”. tanggal kadaluwarsa. 

Sedangkan peneliti 

membahas perlindungan 

hukum terhadap produk 

olahan tape. 

3. Nur samsiah, 2019 “Perlindungan 

Konsumen Makanan di Kelurahan 

Tuahmadani Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut 

Fiqh Muamalah. 

perlindungan 

konsumen 

terhadap makanan. 

Skripsi ini membahas 

perlindungan konsumen 

yang berdasarkan fiqh 

muamalah, sedangkan 

peneliti membahas 

perlindungan konsumen 

dan pengawasan kesehatan 

terhadap produk olahan 

tape. 

4. Aprilia Karimah, 2020 

“Implementasi Undang-Undang 

No.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen pada 

jasa Catering Rumah Makan 

Barokah Di Kampus Universitas 

Jember” 

Perlindungan 

terhadap 

Konsumen 

skripsi ini membahas 

perlindungan konsumen 

yang berdasarkan fiqh 

muamalah, sedangkan 

peneliti membahas 

perlindungan konsumen 

dan pengawasan kesehatan 

terhadap produk olahan 

tape. 

5. Dinda Sari, 2017 Efektivitas 

Pengawasan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan olahan Impor 

di Kota Makasar 

Pengawasan 

terhadap makanan 

dan obatan oleh 

BPOM 

sedangkan peneliti 

membahas tentang 

Pengawasan Kesehatan 

terhadap produk olahan 

tape dan Perlindungan 

Konsumen. 

 

B. Kajian Teori  

Kajian teori memaprkan tentang teori yang digunakan untuk menjelaskan 

masalah penelitian, membangun kerangka pikir dan mengembangkan pedoman 

penelitian. Pembahasan yang diperhatikan dari sumber rujukan yang digunakan 

sebagai sumber rujukan mutakhir, yang bersumber dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, 
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dan atau hasil-hasil penelitian terdahulu.17 Kajian teori yang dibahas tentang 

penelitian ini adalah: 

a. Sistem  

Sistem adalah suatu benda nyata atau abstrak (a set of thing) yang 

terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, 

berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara 

keseluruhan bersatu dalam satu-kesatuan (Unity) untuk mencapai tujuan 

tertentu secara efisien dan efektif. 

Menurut Indrajit, sistem sendiri adalah kumpulan-kumpulan dari 

komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan 

lainnya.18 

Menurut Jogianto, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah 

suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul 

ada dan terjadi.19 

b. Pengawasan 

1. Pengertian pengawasan 

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin 

bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini 

berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang 

 
17Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 99. 
18Indrajit, Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object, (Bandung: Informatika, 2013), 

hlm. 2. 
19ogianto HM, Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek 

Aplikasi Bisni, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 2. 
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direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang 

sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.20 

2. Macam-macam pengawasan 

1. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal control). 

Pengawasan dari dalam adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam 

organisasi sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak 

atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini 

bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang di 

perlukan oleh organisasi. data kemajuan dan kemunduran dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan dapat digunakan 

untuk memberikan  nilai kebijaksanaan pimpinan. kadang-

kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau 

keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaiknya 

pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan 

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 

bawahannya yaitu internal control.21  

2. Pengawasan dari luar organisasi (external control). 

Pengawasan eksternal berate pengawasan yang dilakukan 

aparat atau unit pengawasan organisasi itu. 

3. Pengawasan preventif 

 
20yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm, 133. 
21 Ibid, Hlm. 62. 
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Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan 

sebelum rencana itu dilaksanakan. pengawasan preventif dapat 

dilakukan sebagai berikut:  

a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya. 

b) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan. 

c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan 

tanggung jawabnya. 

d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, 

penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya. 

e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan 

pemeriksaan. 

f) Menetapkan sanki-sanksi terhadap pejabat yang 

menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. 

4. Pengawasan represif 

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan 

setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.22 

3. Metode pengawasan 

a. Pengawasan langsung 

Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan 

atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan 

 
22Maringan Masry Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan manajemen, 65. 
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pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan 

yang masuk kepadanya.  

b. Pengawasan tidak langsung 

Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat 

pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan 

pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui 

laporan-laporan yang masuk kepadanya. 

c. Pengawasan formal 

Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara 

formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang 

bertindak atas nama pimpinan organisasi itu. 

d. Pengawasan informal 

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak 

melalui saluran formal atau prosedur yang telah 

ditentukan. 

e. Pengawasan administrative 

Pengawasan administrative adalah pengawasan yang 

meliputi bidang keuangan, kepegawaian dan material.  

4. Pengawasan kualitas 

Pengawasan kualitas adalah alat bagi manajemen untruk 

memperbaiki kualitas, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi 

dan untuk menekan jumlah produk yang rusak. Pengawasan kualitas 

berfungsi untuk melakukan tindakan korektif dan preventif agar hasil 
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produksi perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pemakai produknya. 

Dengan demikian pengawasan kualitas perlu dilakukan pada setiap 

tahap dalam proses produksi sampai mengahsilkan tahap akhir. 

Menurut Drs. Sofyan Assauri Pengawasan yaitu suatu jaminan 

atau penjagaan bahwa hasil-hasil yang di capai sesuai yang 

diharapkan.23 Dalam suatu proses produksi pada sebuah perusahaan 

pengawasan perlu dilakukan agar apabila terjadi penyimpangan dapat 

segera perbaiki. Pengawasan sangat di perlukan sebagai usaha untuk 

memperkecil atau menghindari adanya kegiatan penyimpangan yang 

mungkin terjadi, serta mencari kemungkinan untuk memperbaiki. 

Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan apakah hasil dari 

produksi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh prusahaan. 

kualitas secara umum adalah atribut-atribut atau sifat –sifat 

tertentu suatu produk yang ada pada produk terseebut dan dapat 

diukur atau dibandingkan dengan standar yang ada. Pada dasarnya 

kualitas mencerminkan spesifikasi dari suatu barang atau jasa, 

sehingga kualitas dapat diartikan sebagi bentuk, berat, daya tahan, 

kegunaan, warna serta karakteristik lain dari suatu produk. 

Dari masing-masing pengertian pengawasan dan kualitas, maja 

dapat disimpulkan tentang pengawasan kualitas. Menurut Prof. Dr. 

R.H.A. Rahman PA, pengawasan kualitas adalah suatu aktifitas agar 

didapatkan hasil barang, jadi metunya sesuai dengan standartyang 

 
23 Drs. Sofyan Assauri, Manajemen Produksi, LP FE UI, edisi 3, 1978, 120. 
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diinginkan. Atau merupakan suatu pemeriksaan, sehingga dengan 

jalan pemeriksaan yang diteliti dari bahan baku, barang dalam proses, 

maupun barang jadi, suatu analisa dapat dilakukan untuk menetapkan 

tindakan yang harus diambil dalam proses produksi untuk mencapai  

dan memelihara suatu standar produk yang ditetapkan terlebih dahulu. 

1. Tujuan pengawasan kualitas 

Pengawasan kualitas dilaksanakan tidak lain untuk memenuhi  

tuntutan konsumen yaitu memberi kepuasan konsumen. Oleh karena 

itu perhatian utama pengawasan kualitas adalah bagaimana memberi 

kepuasan kepada konsumen tanpa menimbulkan kerugian pada 

perusahaan. Dengan demikian pengawasan kualitas adalah suatu cara 

atau teknik yang dipergunakan untuk memproduksi suatu barang atau 

jasa dengan biaya yang peling ekonomis dalam saat atau waktu yang 

tepat yang menyebabkan konsumen merasa puas. Tujuan pengawasan 

kualitas adalah 

1. Agar barang produksi dapat mencapai standar mutu yang 

telah ditetapkan. 

2. Mengetahui segala sesuatunya agar berjalan sesuai dengan 

rencana dan melalui instrusi dan prinsip-prinsip yang telah 

ditetapkan. 

3. Mengetahui kelemahan dan kegagalannnya, sehingga 

dapat diadakan perubahan dan perbaikan serta menjaga 

jangan terjadi kesalahan lagi. 
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4. Mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan dengan 

efisien dan apakah mungkin mengadakan perbaikan. 

5. Mengusahakan agar biaya inspeksi dan biaya produksi 

dapat ditekan serendah mungkin. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

Kualitas suatu barang akan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang akan menentukan suatu barang dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen. Oleh karena itu tingkat kepuasan konsumen sangat 

diperlukan oleh mutu atau kualitas dari produk tersebut. Ada faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas suatu produk  adalah  

a. Fungsi suatu barang 

Kualitas suatu barang banyak dipengaruhi oleh tingkat 

pemenuhan fungsi dan kegunaannya. Hal ini dapat dicerminkan pada 

spesifikasi barang yang bersangkutan, antara lain: kegunaannya, 

kemudahan dalam perawatan, dan taham lamanya barang tersebut. 

Oleh karena itu pemenuhan fungsi tersebut mempengaruhi 

kepuasan para konsumen, sedangkan tingkat kepuasan tertinggi tidak 

selamanya dapat dipenuhi, maka tingkat kualitas suatu barang 

tergantung pada tingkat pemenuhan fungsi kegunaan barang yang 

dapat dicapai.24  

b. Wujud luar barang 

 
24 Drs. Sofyan Assauri, Manajemen Produksi, LP FE UI, Edisi 3, 1978, hal. 222. 
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Pertama kali yang dinilai atau dilihat oleh seorang pembeli 

adalah wujud luar dari barang tersebut. Untuk itu suatu perusahaan 

hendaknya memperhatikan wujud luar dari barang yang diproduksi 

sehingga terlihat indah dan menarik. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut hendaklah perusahaan memilih tenaga kerja yang mempunyai 

jiwa seni dan mempunyai kreatifitas tinggi agar mampu menciptakan 

kreasi yang dapat menarik konsumen terhadap barang tersebut 

Kemasan atau bungkus bermaksud wujud luar dari suatu barang. 

Kemasan yang baik adalah yang serasi dan dapat melindungi barang 

dari kerusakan.  

c. Biaya barang 

Biaya dan harga dari suatu barang pada umumnya akan 

menetukan kualitas dari barang tersebut. Seperti yang kita lihat di 

pasar, ada kecenderungan bahwa barang yang mempunyai harga 

mahal akan menunjukkan kualitas dari barang tersebut relative lebih 

baik dari darang yang harganya murah. 

Barang yang berkualitas baik tercermin pada penggunaan bahan 

baku dan bahan pembantu yang baik pula. Begitu juga halnya 

ketelitian, dalam proses produki yang dapat menciptakan barang yang 

sudah direncanakan. Untuk mendapatkan hasil akhir yang baik juga 

diperlukan alat-alat yang memadai dan tenaga ahli dibidangnya. Hal 

ini memerlukan biaya yang akan mempengaruhi dari barang tersebut. 

3. Ruang lingkup pengawasan kualitas 



25 
 

25 
 

Secara garis besar pengawasan kualitas dagi menjadibeberapa bagian 

yaitu pengawasan bahan baku, pengawasan proses produksi, dan 

pengawasan produk akhir. 

1. Pengawasan bahan baku 

Pengawasan bahan baku adalah salah satu faktor yang 

menetukan karakteristik dari produk perusahaan, Karena itu 

dalam hal ini pengendalian kualitas baku tidak dapat diabaikan 

dan menjadi hal yang pnting bagi prusahaan. Maksud dari 

pengawasan bahan baku di dalam pengendalian kualitas produk 

perusahaan adalah bahwa untuk menjaga sutau produk yang 

dihasilkan, perusahaan mengendalikan kualitas bahan baku 

digunakannya. Namun demikian bukanlah berarti dalam proses 

produksi dibiarkan tanpa adanya pengawasan, melainkan proses 

produksi yang dilaksanakan juga mendapat pengawasan yang 

wajar saja.   

2. Pengawasan proses produksi 

Pengawasan proses produksi adalah suatu kegiatan untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan selama produksi dan untuk 

mempertahankan kualitas produk agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. Pengawasan proses produksi digunakan 

oleh perusahaan yang kualitas produksinya lebih besar. Apabila 

menggunakan kualitas bahan baku yang sedang-seedang saja, 

namun didukung dengan pelaksanaan proses produksi yang baik 
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maka akan menghasilkan produk yang akhir yang baik. Besar  

pengaruh pelaksanaan proses produksi pada perusahaan terletak 

pada proses produksinya. Kesalahn kecil akan berakibat menjadi 

gagal pada perusahaan, apabila proses produksinya tidak 

berjalan dengan lancar. Pengawasan proses produksi tidak hanya 

sekedar melihat pelaksanaan proses produksinya saja, tetapi ada 

beberapa faktor lain yang berpengaruh pada pembentukan 

kualitas produk dalam pelaksanaan proses produksinya. 

3. Pengawasan produk akhir 

Pengawasan produk akhir adalah cara untuk mengendalikan 

kualitas suatu perusahaan dengan jalan atau mengadakan seleksi 

terhadap produk akhir. Pengawasan produk akhir digunakan 

oleh perusahaan yang proses produksimya sederhana dan 

kualitas bahan baku yang digunakan tidak terlalu mempengaruhi 

produk. Perusahan juga perlu mengadakan penelitian terhadap 

hasil produksinya. Sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat 

untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas suatu  produk 

atau memperbaiki suatu produk yang sudah dihasilkan. 

4. Faktor yang mempengaruhi pengawasan kualitas 

Faktor yang mempengaruhi pewasan kualitas terbagi menjadi 4 bagian 

yaitu  

1. Kemampuan proses 
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Di dalam pengawasan perlu adanya kemampuan atau 

kesanggupan dari proses produksi yang ada, supaya standart-

standart yang ingin dicapai  dapat terpenuhi. 

2. Spesifikasi yang berlaku. 

Spesifikasi dari hasil produksi yang ingin dicapai dapat berlaku 

apabila ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan atau 

kebutuhan produk sebelum proses produksi mulai dilakukan. 

3. Standart produk yang dapat diterima 

Barang dan atau jasa yang dapat diterima atau tidak harus 

ditentukan dan disetujui sebelum mengetahui tingkat 

pengawasan kualitas yang diperlukan. Bertujuan agar 

pengawasan kualitas dapat mengurangi kegagalan produksi 

semaksimal mungkin. 

4. Ekonomi kegiatan produksi 

Efisiensi kegiatan produksi tergantung pada seluruh kegiatan 

proses produksi.. untuk menghasilkan produk sejenis dan 

dilakukan proses produksi yang berbeda-beda. Jumlah produksi 

yamg sedikit tidak seelalu eekonomis karena biaya untuk proses 

selanjutnya kemungkinan akan mahal.  

4. Pengawasan dalam Islam  

Dalam pandangan Islam pengawasan adalah untuk meluruskan yang 

tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. 
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Pengawasan (control) dalam ajaran islam (Hukum Syariah), terbagi menjadi 

dua hal yaitu: 

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber 

dari tauhud dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa 

Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati. Dalam Al-

Qur’an disebutkan25 

َ يَ  مَا وَا تِ وَمَافِِ اأَلمَْ تَرَ انََّ اللََّّ ْوَى ثلَثَ ل  عْلََم مَافِِ السَّ وَ رَارْضِِۖ مَايَكمو نم مِنَ نََّّ سَة  ة  اِلََّ هم هممْ  وَلََ خََْ بِعم

لََّ 
ِ
هممْ وَلَ  أدَْنَ  ا وَسَادِسم لََّ هم

ِ
موْا ِۖ مِنْ ذَالَِِ وَل  أَكْثَََا وَمَعَهممْ أيَنَْ مَآكََ ن َ  هم نَّ اللََّّ

ِ
لمواْ يوَْمَ الْقِيمةَِ  ا ممْ بِمَاعَََ َّ يمنبَ ِئُم ثُم

ء  عَلِ  ﴾ ۷يْمٌ ﴿بِكم ِ شََْ  

 

Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Tiada 

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Da-lah yang 

keempat-nya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, meainkan 

Dia-lah yang ke-enamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara 

(jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada 

bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan 

memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah 

mereka kerjakan. Sesungguhnya. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu” Q.S. Al-Mujaadilah: 7.26 

 

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan 

menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten 

menjalankan hukum-hukum dan syariah islam. Akan tetapi, mereka 

hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam 

sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung 

menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, 

islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi 

 
25 Nana Hendina Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan, CV Pustaka 

Setia, Bandung, 2013,  135. 
26 Al-Qur’an dan Terjemahnya Surat  Al-Mujaadilah ayat , Op. Cit, hlm. 910. 
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pengawasan pelaksanaan hukum  dan syariat Allah. Pengawasan merupakan 

tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik 

dalam bentuk lembaga formal maupun non formal. Allah berfirman27:  

 

وَ  لََ الخَْيَِْ
ِ
ةٌ يدَْ عمو نَ ا ْ أُمَّ نكُم و نَ  والْتَكمن م ِ فْلِحم م الْمم نكرَِ  وَأُوْلئكَِ هُم وفِ وَينَْوَْ نَ عَنِ الْمم ونَ بِلْمَعْرم رم يآَْمم

﴿۱۰٤﴾  

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan 

mencegah dari yang mungkar); merekalah orang-orang yang 

beruntung.” (Q.S. Ali Imran: 104)28  

 

c. Kesehatan masyarakat 

1. Pengertian kesehatan masyarakat 

Kesehatan menurut WHO (1947) adalah keadaan yang 

sempurna baik secara fisik, mental dan sosial. tidak hanya bebas dari 

penyakit tetapi juga sehat. Sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1992 tentang kesehatan pasal 1 ayat 1 kesehatan adalah 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang mungkin hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis.29 Sehat secara mental 

(kesehatan jiwa) adalah suatu kondisi yang memungkinkan 

perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari 

seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan 

orang-orang lain. 

 
27 Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian historis dan Kontemporer, 

Rajawali Pers. Jakarta, 2012, hlm. 180. 
28 Al-Qur’an dan terjemahnya Surat  Ali Imran  ayat 104,  93. 
29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tetang kesehatran, pasal 1.  
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 Sehat secara sosial adalah perikehidupan seseorang dalam 

masyarakat, yang diartikan bahwa seseorang mempunyai cukup 

kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri 

dan kehidupan keluarga sehingga memungkinkan untuk bekerja, 

beristirahat, dan menikmati liburan. Jadi, kesehatan masyarakat adalah 

kombinasi antara teori (ilmu) dan praktek seni yang bertujuan untuk 

mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan 

kesehatan penduduk. 

2. Kesehatan masyarakat  

Kesehatan masyarakat mencakup 5 golongan yaitu: 

a) Sanitasi lingkungan menurut WHO adalah pengendalian 

semua faktor lingkungan fisik manusia yang akan 

menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan bagi 

perkembangan fisik, kesehatan, dan daya hidup manusia 

b) Pemberantasan penyakit 

c) Pendidikan kesehatan  

d) Manajemen  

e) Pengembangan rekayasa sosial dalam rangka 

pemeliharaan kesehatan masyarakat. 

d. Perlindungan konsumen 

1. Pengertian perlindungan konsumen  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan ialah 

berasal dari kata lindung yang berarti mengayomi, mempertahankan 
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dan mencegah.30 Perlindungan konsumen ialah perlindungan hukum 

yang diberikan kepada konsumen dalam usaha-usahanya untuk 

memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan 

konsumen antara maupun konsumen akhir.31 Perlindungan konsumen 

sendiri adalah mempersoalkan kepastian atau jaminan mengenai hak-

hak konsumen. Untuk kepastian hukum dan hak-hak konsumen 

mengenai perlindungan konsumen tersebut ada Undang-Undang 

khusus yang memberikan harapan agar pelaku usaha tidak bertindak 

sewenang-wenang yang bisa merugikan hak-hak konsumen tersebut.32 

Untuk pengertian perlindungan konsumen sendiri terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen pasal 1 ayat 1 bahwasannya perlindungan hukum terhadap 

konsumen cukup memadai dan diharapkan sebagai tiang perlindungan 

konsumen untuk tidak memberikan tindakan yang merugikan 

konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen cukup jelas 

apabila dipahami oleh semua belah pihak, yang didalamnya terdapat 

adanya manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan serta kepastian 

hukum bagi konsumen dan mengangkat harkat martabat konsumen 

dalam menentukan hak-haknya. 

 

2. Asas perlindungan konsumen 

Asas Perlindungan konsumen terdapat pada sejumlah asas dan 

tujuan yang dapat memberikan arahan dalam implementasinya dalam 

 
30 Dedy Sugianto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1085. 
31 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2010), 9. 
32 Happy Susanto,  Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008), 4. 
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sebuah praktek di lapangan. Perlindungan konsumen diselenggarakan 

sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan, yang 

mana tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah 

melindungi kepentingan manusia dan disisi lain juga menjadi acuan 

untuk pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. 

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen pasal 2 memiliki beberapa asas yaitu asas manfaat, asas 

keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan 

konsumen, dan asas kepastian hukum.33 Ada lima asas yang relevan 

dalam pembangun nasional diantaranya: 

1. Asas manfaat 

Asas manfaat adalah untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 

harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen 

dan pelaku usaha. 

2. Asas keadilan  

Asas keadilan ialah asas yang ditujukan agar seluruh 

rakyat biasa mewujudkan secara maksimal dan 

memberikan kesempatan kepada para konsumen dan 

pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajiban secara 

adil. 

3. Asas keseimbangan 

Asas keseimbangan adalah asas yang ditujukan untuk 

memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, 

pelaku usaha dan pemerintah. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen  

Asas keamanan dan kesselamatan konsumen adalah asas 

yang ditujukan untuk memberikan jaminan atas keamanan 

dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 

pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa 

dikonsumsi. 

5. Asas kepastian hukum  

Asas kepastian hukum adalah asas yang ditujukan baik 

pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan 

memperoleh keadilan dalam perlindungan konsumen. 

 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 3 yaitu bertujuan untuk perlindungan 

konsumen diantaranya:34 

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri; 

 
33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2, 4.  
34 Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.  
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2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang 

dan atau jasa; 

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 

pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh 

sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 

6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang 

menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau 

jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan 

konsumen. 

 

e. Pelaku usaha (produsen). 

1. Pengertian pelaku usaha 

Produsen berasal dari kata producer yang artinya penghasilan, 

ataupun sering juga diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan 

barang atau jasa yang mana setiap orang atau badan usaha yang ikut 

serta dalam menyediakan barang atau jasa hingga sampai kepada 

konsumen.35 

Dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen tidak 

menggunakan kata produsen melainkan pelaku usaha, pelaku usaha 

terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen adalah Setiap orang perseorangan 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak 

dan yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi.36 

 

2. Hak pelaku usaha 

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 6 tentang Hak Pelaku Usaha yaitu:37  

 
35 Janus Sidabolak, Hukum Perlindungan…, 16. 
36 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1, ayat 3, 3. 
37 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen Pasal 6 
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1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan 

atau jasa yang diperdagangkan; 

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 

tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; 

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara 

hukum bahwa kerugian tidak diakibatkan oleh barang dan 

atau jasa yang diperdagangkan; 

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

 

3. Kewajiban pelaku usaha38 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha, yakni: 

1) Beriktikad baik dalam kegiatan usahanya; 

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta 

memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan; 

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar 

dan jujur serta tidak diskriminatif. Dapat diartikan bahwa 

pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam 

memberikan pelayanan dan pelaku usaha dilarang 

membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen; 

4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan 

atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu 

dan atau jasa yang berlaku; 

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji 

dan atau mencoba barang dan atau jasa yang dibuat dan 

atau yang diperdagangkan. Di sini dapat di artikan tekait 

barang dan atau jasa tertentu itu adalah barang yang dapat 

diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau 

kerugian; 

6) Memberi kompensai, ganti rugi, dan atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

barang dan atau jasa yang diperdagangkan; 

7) Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian bila 

barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 

tidak sesuai dengan perjanjian. 

 

4. Tanggung jawab pelaku usaha 

 
38 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7, 7. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 19 Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yakni:39 

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 

atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen 

akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang 

dihasilkan atau diperdagangkan. 

2) Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau 

penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara 

nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 

7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.  

4) Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan 

adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih 

lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

5) Ketentuan di atas tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat 

membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 

kesalahan konsumen. 

 

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen pasal 23 bahwasannya apabila pelaku usaha yang tidak 

memenuhi ganti rugi atas kesalahannya, maka dapat digugat melalui 

badan penyelesaian sengketa konsumen kepada badan peradilan 

ditempat kedudukan konsumen.40 

 

f. Konsumen 

1. Pengertian konsumen 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen pasal 1 ayat 2 konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan.41 

Adapun konsumen terbagi menjadi 2 yaitu:  

 
39 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19, 14. 
40 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23, 16. 
41 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1, ayat 2. 
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1. Konsumen antara 

Konsumen antara adalah seseorang yang mendapatkan 

barang atau jasa lain untuk diperdagangkan. Bagi 

konsumen antara barang atau jasa ialah barang kapital 

yang berupa bahan baku, bahan penolong bagi yang 

membutuhkan barang atau jasa tersebut. 

2. Konsumen akhir 

Konsumen akhir adalah seseorang yang mendapatkan 

barang atau jasa untuk digunakan keperluan atau 

kebutuhan pribadi, keluarga maupun rumah tangga tanpa 

diperdagangkan. 

2. Hak konsumen 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen pasal 4 yaitu hak-hak konsumen ialah:42 

a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan atau jasa; 

b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta 

mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; 

d) Hak untuk didengar pendapat keluhannya  atas barang dan 

atau jasa yang digunakan; 

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 

secara patut; 

f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan 

konsumen; 

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk dipelakukan atau 

dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 

berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, miskin dan 

status sosial lainnya; 

 
42 Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4. 
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h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau 

penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

  

3. Kewajiban konsumen 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen pasal 5 kewajiban-kewajiban konsumen yaitu:43 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan. 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan atau jasa tak jarang pula konsumen tidak 

beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi 

barang. 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati. 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. 

  

g. Tape  

1. Pengertian tape 

Tape adalah salah satu makanan yang banyak diminati oleh 

kalangan masyarakat Indonesia dan merupakan hasil fermentasi 

singkong dan bisa juga dengan ubi ungu. Mutu tape yang baik Tape 

yang baik adalah ketika masak tidak berair, tidak berjamur, khas 

bondowoso tape berwarna kuning merata, matangnay merata. 

Penamaan tape diberbagai daerah itu berbeda-beda misalnya tape 92 

Bondowoso, tape ubi ungu, tape ketan hitam manis dan lain 

sebagainya. Daerah Wringin sendiri memiliki beberapa industri rumah 

 
43 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5. 
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tangga pangan pembuat tape yang sudah cukup lama berproduksi dan 

memiliki wilayah pendistribusian yang cukup luas. 

2. Langkah-langkah pembuatan tape  

a. pengupasan kulit 

b.  pencucian 

c.  perebusan  

d. Pendinginan 

e. Peragian 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekataan deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Boglan & Taylor dalam moleong 

adalah seebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.44 

Hal ini dikarenakan data-data yang diperlukan bukan data-data berbentuk angka. 

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang “Sistem pengawasan 

kesehatan tape terhadap produk olahan tape oleh dinas kesehatan Bondowoso 

 
44 Moleong, Lexy, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), 5.  
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ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen” 

B. Lokasi Penelitian 

Menjelaskan Lokasi penelitian dilakukan  di tempat yang akan di lakukan 

oleh peneliti tersebut. Wilayah penelitian pada umumnnya memuat tentang lokasi 

(desa, organisasi, peristiwa dan sebagainya).45 Peneliti ini dilakukan di Desa 

Wringin Utara, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. 

C. Subyek penelitian  

Subyek penelitian di sini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer 

dan skunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah suatu data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti dari sumber pertama.46  Data primer di peroleh dari 

masyarakat, dinas kesehatan, dan pengusaha tape di desa Wringin 

kecamatan Wringin kabupaten Bondowoso. 

2. Data sekunder 

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan dari 

buku-buku, Undang-Undang, majalah, skripsi, dan artikel yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

 
45 Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya ILmiah  

(Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember Press, 2022), 100. 
46 Sumadi Suryabara, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), 93. 
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pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan 

data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.47 Dalam penelitian 

ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode wawancara 

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang diberikan kepada 

informan dan peneliti agar berlangsung secara lisan dimana terdapat 

dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung dan bisa 

mendengarkan informasi-informasi dan keterangan yang diperlukan. 

48 metode ini memberikan cara yang digunakan seseorang untuk suatu 

tujuan tertentu, misalnya mendapatkan keterangan secara langsung 

dari seseorang atau informan. Wawancara dalam hal ini bertujuan 

mengetahui praktek sistem pengawasan kesehatan terhadap produk 

olahan tape oleh dinas kesehatan Bondowoso. Data ini  diperoleh dari 

pengusaha tape yaitu Bapak Kamil, masyarakat yaitu Bapak Rohim 

dan dinas kesehatan yaitu Bapak Andik yang ada di Bondowoso. 

2. Metode observasi 

Metode obsevasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis dan sengaja, yaitu mengadakan pertemuan 

dan pencatatan atas metode yang sudah di teliti dengan melibatkan diri 

dalam latar yang sedang diteliti.49 Metode ini dapat digunakan untuk 

 
47 Sugiyono, Metode Kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 241. 
48 Cholid Nerbuko dkk, Metodelogi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83. 
49 Moh. Kasiran, Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 

2010), 184. 



41 
 

41 
 

mengetahui langsung yang terdapat di lapangan tentang sistem 

pengawasan kesehatan terhadap produk olahan tape oleh dinas 

kesehatan bondowoso di Desa Wringin Kecamatan Wringin 

Kabupaten Bondowoso. Observasi ini dilakukan dengan cara 

mengamati praktek produk olahan tape. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus 

dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-

data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian 

mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang 

berkaitan dengan penelitian ini yang di dapat dari informan.50  

E. Analisis data 

Analisis data adalah salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh 

hasil-hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik deskriptif. deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau 

menjelaskan fenomena-fenomena yang ada baik alamiah maupun buatan manusia 

sendiri.51 Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif adalah menjelaskan semua 

fenomena terkait dengan praktik sistem pengawasan kesehatan terhadap produk 

olahan tape oleh dinas kesehatan dan tepatnya berada di Desa Wringin Kecamatan 

Wringin Kabupaten Bondowoso yang di kaitkan dan di sesuaikan dengan 

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 
50 Ibid., 70.  
51 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 87.  
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F. Keabsahan data 

Mengetahui bagaimana keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

memakai data triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik yang digunakan 

penelitian untuk mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi 

adalah menggunakan berbagai sumber data, seperti hasil wawancara, hasil 

observasi, dokumen dan lain sebagainya. Teknik triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu menggunakan triangulasi sumber yaitu 

membandingkan prolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang 

sama. Kedua, menggunakan triangulasi metode yaitu membandingkan perolehan 

data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.52  

G. Tahap-tahap penelitian 

Tahapan yang perlu dilakukan oleh penelitian ini terdiri dari beberapa 

tahapan, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap 

interprestasi dan perumusan kesimpulan. Berikut penjelasannya: 

1. Tahap pra lapangan 

Tahap penelitian lapangan terdiri dari enam tahapan yaitu: 

a. Penyusunan perancangan penelitian. 

b. Memilih lapangan penelitian yang akan diteliti. 

c. Menenttukan fokus penelitian. 

d. Konsultasi fokus penelitian terhadap dosen.  

e. Pergi ke tempat tujuan yaitu lokasi penelitian. 

f. Menyiapkan berbagai macam perlengkapan penelitian. 

 
52 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93. 



43 
 

43 
 

2. Tahap lapangan. 

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung 

terhadap tempat yang akan di tuju yaitu ke lokasi penelitian dan untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri. 

b. Memasuki lokasi penelitian. 

c. menngumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus 

penelitian. 

d. Menganalisa dan menggunakan prosedur peneliti yang telah 

ditetapkan. 

3. Tahap akhir penellitian lapangan. 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Pada tahap ini 

peneliti mulai menyusun laporan agar hasil penelitian lebih maksimal dan 

dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. karena mungkin ada revisi yang harus diteliti supaya bisa 

mencapai hasil penelitian yang maksimal. Laporan yang sudah selesai dan 

siap dipertanggung jawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan 

untuk diserahkan kepada pihak yang terkait. 

a. Penarikan kesimpulan. 

b. Menyusun data yang telah ditetapkan. 

c. Kritik dan saran. 

4. Tahap penelitian laporan, meliputi kegiatan : 
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a. Penyusunan hasil penelitian. 

b. Konsultasi hasil penelitian. 

c. Perbaikan hasil konsultasi. 

d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian. 

e. Sidang skripsi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Bondowoso adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Jawa Timur. 

Menurut data BPS (2022),53 Bondowoso terbagi menjadi 23 Wilayah Kecamatan. 

Salah satu dari banyaknya Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Wringin. 

Memiliki luas sebesai 54.449 Km2 serta terdiri dari 13 Desa, Kecamatan Wringin 

berpusan di Desa Wringin. Sebagai IbuKota Kecamatan, Desa Wringin banyak 

 
53 BPS (Badan Pusat Statistik) merupakan publikasi yang menyajikan beragam jenis data yang 

bersumber dari BPS dan Institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan 

Geografis dan Iklim, Pemerintahan, serta perkembangan kondisi Sosial-dermografis dan 

perekonomian Indonesia. 
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memiliki potensi yang sedang maupun telah berkembang. Fasilitas umum seperti 

pasar, sekolah, hingga Puskesmas mudah dijangkau di Desa ini. Sebagai Desa 

terluas di Kecamatan Wringin, populsai Desa Wringin kurang lebih menyentuh 

angka 7800 penduduk. 

Desa Wringin, kecamatan wringin kabupaten bondowoso ini memiliki batas 

wilyah sebagi berikut : 

a. Di Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo 

b. Di Sebelah Timur : Kecamatan Tegalampel dan Kecamatan Taman 

Krocok  

c. Di Sebelah Selatan : Kecamatan Pakem, Kecamatan Binakal, dan 

Kecamatan Curahdami 

d. Di Sebelah Barat : Kabupaten Situbondo 

Wringin adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bondowoso, 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 16 Km dari ibu 

kota Kabupaten Bondowoso kea rah barat laut. Pusat pemerintahannya berada di 

Desa Wringin. 

1. Sejarah terbentuknya tape bapak kamil di desa wringin. 

Yang akan di bahas di sini adalah Tape Bakar Istimewa Bapak Kamil. 

Tape Bakar Istimewa Bapak Kamil adalah salah satu Tape yang di idamkan 

oleh masyarakat Bondowoso. Yang beralamat di Desa Wringin Utara, RT 

02/ RW 11, Krajan, Wringin, Kabupaten Bondowoso. Tape ini merupakan 

objek penelitian peneliti dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disinilah 
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peneliti memperhatikan sebagian masyarakat setempat, memiliki sebagian 

usaha Tape.  

Banyak dari kalangan masyarakat yang memilih jasa Tape. Apabila 

ada acara hajatan, pengajian dan pernikahan. Karena Tape bukan hanya bisa 

langsung dikonsumsi melainkan bisa juga dalam pembuatan kue. Di Desa 

Wringin Kecamatan Wringin sebagian yang mempunyai usaha Tape tidak 

memiliki izin edar. pada Tahun 2010 Bapak Kamil mulai terkenal 

dilingkungan tersebut dan bahkan terkenal sampai keluar kota Bondowoso.  

Sejarah berdirinya usaha Tape Bapak Kamil ini berawal dari Tahun 

2009. Tahun 2009 bapak kamil mempunyai ide sendiri, untuk membuka 

usaha tape. Usaha tape ini berasal dari bapak kamil melihat neneknya 

membuat tape melalui bahan singkong, maka bapak kamil berinisiatif 

membuat tape menjadi usaha tape. Awalnya membuat tape biasa tetapi tidak 

begitu laku, timbullah inisiatif untuk di bakar. Awal membuat tape yaitu 

tape  biasa akan tetapi lama-kelamaan bukan hanya tape biasa saja, ada tape 

bakar. awal mebuat tape biasa bapak kamil membuat 50 KL tape biasa tetapi 

saat di jual hanya laku 30 kl saja, jadi 20 kl yang tidak terjual bapak kamil 

berinisiatif membakar tape tersebut. Yang awalnya hanya menjual 50 kl 

tape, lama-kelamaan menjadi berapa ton sehari.  

Awal mula tape terkenal pada Tahun 2010 itulah Awal mula 

terbentuknya tape di bondowoso itu melalui tape bapak kamil. Pertama kali 

pembentukan tape di bondowoso adalah melalui tape bapak kamil, yang 

awalnya mereka tidak tau tape lama-kelamaan tau tentang tape karena usaha 
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bapak kamil senidir. Bapak kamil mempunyai inisiatif sendiri untuk 

membuat tape, awal mula melihat neneknya membuat tape lama-kelamaan 

menjadi tape terbesar di bondowoso. Awalnya penduduk bodowoso tidak 

tau pembuatan tape, tetapi adanya bapak kamil terbentuklah tape di 

bondowoso. 

B. Penyajian data dan Analisis Data 

1. Proses Pengolahan Tape Di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso 

Hasil penelitian di lapangan, metode yang digunkan oleh peneliti 

untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan metode 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai 

pendukung dalam penelitian ini maka memperoleh data-data yang berkaitan 

dengan proses pengolahan tape di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso. 

Tape adalah salah satu makanan yang dikonsumsi oleh kalangan 

masyarakat di Indonesia dan merupakan hasil fermentasi singkong dan bisa 

juga dengan ubi ungu. Tape yang baik adalah ketika masak tidak berair, 

tidak berjamur, khas bondowoso tape berwarna kuning merata, matangnya 

merata. 54 Penamaan tape diberbagai daerah itu berbeda-beda misalnya tape 

92 Bondowoso, tape ubi ungu, tape ketan hitam manis dan lain sebagainya. 

Daerah Wringin sendiri memiliki beberapa industri rumah tangga pangan 

pembuat tape yang sudah cukup lama berproduksi dan memiliki wilayah 

pendistribusian yang cukup luas. 

 
54 Hasil Wawancara Bapak Andi Dinas Kesehatan.. 
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Yang akan di bahas di sini adalah Langkah – langkah pembuatan tape 

bapak kamil 

1. Adanya singkong. 

Singkong adalah tanaman yang tumbuh dari akar tanaman ketela 

pohon. Kalau membuat tape singkong ini sangat diperlukan, karena 

tape sendiri pengolahannya melalui singkong.  

Menurut bapak kamil “singkong yang bagus adalah singkong 

yang tidak hitam meskipun kecil dan besar, beliau menggunakan 

singkong kuning karena air yang ada dikandungan singkong 

kuning lebih kecil daripada singkong putih. Jadi, kandungan 

singkong putih airnya lebih banyak atau besar daripada 

singkong kuning.”55 

 

 Dari yang disampaikan bapak kamil, kualitas singkong harus 

diperhatikan betul-betul karena menyangkut tape yang mau kita buat. 

Kualitas singkong menentukan apakah singkong tersebut layak kita 

konsumsi atau tidak.. kebanyakan di desa bondowoso tape yang di 

buat oleh pengusaha kebanyakan memiliki rasa kecut tidak manis. 

Tetapi ada juga tape yang bentuknya bagus seprti, tidak kebanyakan 

air, keset dan manis. 

2. Pengupasan singkong 

Pengupasan singkong dilakukan dengan menyayat seluruh 

permukaan singkong dengan pisau, karena kulitnya yang agak tebal. 

Kalau pengupasan singkong, pisau harus di tekan supaya kulit 

singkong terpisah dari daging singkong tersebut.  

 
55 Hasil wawancara bapak kamil sebagai usaha tape Tanggal 18 mei 2023. 
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Menurut buk is “Pengupasan singkong biasanya dilakukan 

sekitar jam 2 pagi, karena masih ad tahap yang harus 

dilakukan.”56 

 

3. Pencucian singkong 

Pencucian singkong ini dilakukan oleh buk is. Buk is ini selalu 

membersihkan singkong yang sudah di kupas, di bapak kamil 

menggunakan air bersih yaitu air sumber. Air sumber adalah air yang 

langsung dari pegunungan asli. 

 Kata Buk is “pencucian ini dilakukan menggunakan air 

sumber.”57  

  

jadi kita simpulkan bahwasannya pencucian singkong dilakukan 

menggunakan air jernih atau bersih, yang langsung bersumber dari air 

pegunungan. Karena air pegunungan adalah air yang paling bersih dan 

jernih. 

4. Perebusan singkong 

Perebusan singkong  menurut bapak kamil 

“perebusan singkong di lakukan selama 30 menit pada waktu air 

sudah mendidih. Setelah itu singkong di tiriskan dan 

didinginkan, setelah itu barulah proses pemberian ragi”58 

   

Singkong yang sudah di rebus harus di angkat dan di dinginkan 

terlebih dahulu. 

5. Di kasih ragi 

 
56 Hasil Wawancara Buk Is sebagai pengawai Bapak kamil Tanggal 18 Mei 2023 
57 Hasil wawancara buk is sebagai pegawai bapak kamil Tanggal 18 mei 2023. 

58 Hasil wawancara bapak kamil sebagai usaha tape Tanggal 18 mei 2023. 
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Ragi atau fermen merupakan zat yang dapat menyebabkan 

fermentasi. Ragi yang digunakan bapak kamil bukanlah ragi 

sembarangan melainkan pembuatan sendiri bapak kamil  

“saya kalau membeli ragi bukanlah ragi dari rumah-rumah 

terdekat, melainkan memesan sendiri di tempat buk kus. Karena 

kualitas ragi di tempat bu kus adalah ragi terbagus yang pernah 

saya pesan, kalau di sini ragi tapenya yang biasa atau 

kualitasnya jelek mbk. Seperti obat bentuknya bak. Jadi saya 

gak mau ngambil”.59 

  

Jadi dari yang diterangkan bapak kamil, bahwa ragi tersebut 

membeli kepada seseorang yang sudah dipercaya kualitasnya. Ragi 

yang ada di toko-toko terdekat ada yang menjuat akan tetapi ragi yang 

mereka jual adalah ragi yang kualitasnya kurang bagus. Waktu saya 

wanwancara dengan bapak is  

“ragi yang sudah di pesan sama bapak kamil beliau langsung 

memberi kepercayaannya kepada bapak is, singkong yang sudah 

didinginkan satu-satu yang di kasih ragi”.60  

  

6. Di diemkan dan barulah menjadi tape 

 Menurut bapak kamil  

“setelah selesai di kasih ragi barulah di taruh di wadah dan di 

tutup daun selama 3 hari dan sampai matang. Dan di taruh di 

tempat bambu yang berlubang, biar air hasil dari rebusan akan 

turun dengan sendirinya”. 61 

 

Jadi Singkong yang di kasih ragi akan di diamkan selama 3 hari 

dan akan di taruh di wadah yang berupa bambu yang berlubang. 

 

2. Standart Kesehatan Terhadap Produk Olahan Tape di Desa Wringin 

Kab. Bondowoso 

 
59 Hasil wawancara oleh bapak kamil sebagai usaha tape Tanggal 26 juni 2023, pukul 18.13 
60 Hasil wawancara oleh bapak is selaku pegawai bapak kamil tanggal 26 juni 2023, pukul 13.00. 
61 Hasil wawancara oleh bapak kamil sebagai usaha tape tanggal 27 juni 2023, pukul 18.43 
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Hasil penelitian di lapangan, metode yang digunkan oleh peneliti untuk 

mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam 

penelitian ini maka memperoleh data-data yang berkaitan dengan standart 

kesehatan terhadap tape. 

Untuk mengetahui standart Kesehatan pada Tape di sini adalah pemilik 

Tape tersebut harus bisa memperhatikan Tape tersebut bisa layak dikonsumsi dan 

pengolahan Tape tersebut harus tepat dan juga untuk masyarakat juga perlu 

adanya kesehatan masyarakat. Maksut dari layak dikonsumsi adalah tape tersebut 

tidak busuk, yang tidak mudah berair, rasanya manis dan warnanya rata da ada 

juga yang berair, rasanya kecut, warna tidak merata, tapenya lembek masih bisa 

dikonsumsi.62 Kesehatan masyarakat sangatlah penting, kesehatan masyarakat 

adalah kombinasi antara teori (ilmu) dan praktek yang bertujuan agar tidak 

timbulnya penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan 

penduduk. 

Kesehatan masyarakat mencakup 5 golongan yaitu: 

a) Sanitasi lingkungan menurut WHO adalah untuk mengendalikan 

semua faktor yang ada di lingkungan fisik, manusia yang mungkin 

akan menimbulkan dan dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan 

bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan perkembangan hidup 

manusia. 

b) Pemberantasan penyakit 

 
62 Hasil wawancara oleh bapak andi (Dinas Kesehatan Bondowoso) tanggal 25 mei 202,  pukul 

17.59 
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c) Pendidikan kesehatan  

d) Manajemen  

e) Pengembangan rekayasa sosial dalam rangka pemeliharaan kesehatan 

masyarakat. 

Kesehatan masyarakat juga diperlukan untuk pengolahan tape karena 

pengolahan yang tepat bisa membuat kesehatan terjamin. Menurut penduduk desa 

setempat tape bapak kamil terjamin standart kesehatannya.  

Menurut bapak abdurrahman “beliau pernah beli tape di bapak kamil dan 

setiap hari mengkonsumsinya dan juga tape bapak kamil bagus standart 

kualitasnya, dan kualitas rasa tidak mengecewakan.” 63  

  

Jadi usaha yang dikembangkan bapak kamil ternyata menghasilkan tape 

yang sesuai dengan rasa masyarakat bondowoso tidak kecut kecuali beliau 

kekurangan tape. Asalkan di konsumsii tidak secara berlebihan. Menurut bapak 

Abdurrahman  

“ kalau tape kurang, itu terkadang beliau mengambil dari tape orang lain.”64 

 

 tape bapak kamil selalu habis, karna kualitasnya terjamin dan kualitasnya 

bagus. Dari pendapat tersebut kita bisa menyimpulkan tape bapak kamil terkenal 

bagus dan kualitas terjamin.  

“Standart kesehatan tape adalah harus sesuai saat pengolahan mulai dari 

mengupas sampai meragi, serta membungkus harus sesuai dengan 

hygienitas saat survey juga didemokan proses pengolahan pangan yang 

baik”65 

 

 
63 Hasil Wawancara Oleh Bapak Abdurrahman seabagai warga setempat 
64 Hasil Wawancara Oleh Bapak Abdurrahman seabagai warga setempat 
65 Hasil Wawancara oleh Bapak Andik (Dinas kesehatan Bondowoso), Tanggal 25 Mei 2022 pukul 

17.59. 
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Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Dinas Kesehatan, 

dapat diketahui bahwa standart kesehatan pada tape sangat penting. Maka peneliti 

melakukan wawancara terhadap para karyawan yang bernama buk is  

menurut buk is “air yang digunakan untuk merebus singkong yaitu air 

sumber. Air sumber adalah air yang berasal dari pegunungan langsung”. 66 

 

jadi waktu pengukusan mereka menggunakan air bersih yang bisa terjamin 

kesehatannya. 

 Pelaku usaha atau produsen harus memiliki tanggung jawab yang sangat 

besar terhadap pengolahan Tape untuk di konsumsi terhadap konsumen. Tapi ada 

sebagian konsumen mengatakan kebanyakan Tape di Bondowoso memiliki rasa 

yang tidak sama ada yang kecut, manis, hambar dan lain-lain. tanggapan dari 

salah satu informan yang saya wawancarai mengenai produk Tape.  

Menurut bapak rohman “ kalau tape bapak kamil memang bagus 

kualitasnya, saya pernah sekali beli ke orang lain, mencoba tape orang lain. 

Rasanya itu berbeda dengan bapak kamil, rasanya kecut dan agak 

lembek”.67 

  

jadi dari wawancara tersebut kita mengetahui bahwa selain tape bapak kamil 

kualitas tape orang lain, masih boleh di konsumsi meskipun rasanya kecut dan 

agak lembek. Dari hal tersebut bahwasannya tape tersebut bisa saja dari 

singkongnya atau dari hal lain. Kualitas tape yang bagus bisa memberikan 

manfaat terhadap tubuh. 

Menurut bapak kamil, ada beberapa manfaat tape bagi tubuh “Manfaat tape 

bagi tubuh adalah menghangatkan tubuh, sumber energi, dan lain-lain”.68 

 

 
66 Hasil Wawancara Oleh Ibuk Is Pegawai dari Pelaku Usaha. 
67 Hasil Wawancara bapak Rohman warga setempat, Tanggal 25 Juni 2023. 

68 Hasil Wawancara Bapak Kamil sebagai Pelaku Usaha Tape. 
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Manfaat tubuh sangat penting untuk kesehatan masyarakat, tanpa adanya manfaat 

tape tersebut maka kesehatan masyarakat sangat  

3. Sistem Pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso Terhadap 

Produk Olahan Tape di Desa Wringin Kab. Bondowoso Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Tape adalah salah satu makanan masyarakat Indonesia yang diolah dari 

singkong, ketan dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu tape ini sudah terkenal di 

kalangan masyarakat Indonesia. Karena Saat ini tape bondowoso sangat di minati 

oleh masyarakat setempat, di mana tape di bondowoso sudah di kirim berbagai 

daerah dan di luar daerah. Di mana tape di bondowoso merupakan tape yang 

sudah berkembang di mana-mana, dalam bentuk tape biasa, tape bakar dan lain-

lain. Meskipun demikian ketika pelaku usaha membuat tape, tape tersebut harus 

terjamin kualitasnya dan kuantitasnya. Di Desa Wringin Kecamatan Wringin 

Kabupaten Bondowoso, terdapat adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas 

kesehatan untuk tape karna sangat di perlukan baik atau tidaknya produk olahan 

tape tersebut. Karena dinas kesehatan ada kaitannya dengan Undang-Undang 

Nomer 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,  

menurut bapak andik “karena tujuan pemerintah melalui dinas kesehatan 

adalah ikut menjaga, memantau produk-produk yang diedarkan memenuhui 

keamanan pangan”.69   

 

Menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

konsumen Pasal 1 ayat 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk 

 
69 Hasil Wawancara Bapak Andik Dari Dinas Kesehatan 
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menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi Konsumen 

dan produsen.70 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen juga berkaitan dengan pengawasan produk Tape oleh Dinas Kesehatan 

terdapat adanya Hak-Hak Konsumen dan Hak-Hak Pelaku usaha, karena dalam 

Undang-Undang tersebut ada aturan yang mengatur hak-hak konsumen dan hak-

hak produsen. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen pasal 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. di dalamnya juga tertera hak dan 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha termasuk aturan tentang perlindungan 

konsumen. 

Dari pernyataan di atas kita harus memperhatikan produk tape  yang 

dilakukan oleh pelaku pengusaha terhadap konsumen dan produsen. Undang-

Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 04 

hak-hak konsumen adalah :71 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang 

dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya  atas barang dan atau jasa 

yang digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. Hak untuk dipelakukan atau dilayani secara benar 

 
70 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1. 
71 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 04. 
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dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, 

daerah, miskin dan status sosial lainnya; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, 

apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya; 

 

Menurut analisis peneliti di lapangan, dalam tinjauan Undang-Undang 

Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam produk tape di 

desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. terdapat adanya hak-

hak konsumen yang harus kita dengar, setiap konsumen berhak mendapatkan 

informasi yang benar, jujur, dan jelas dari setiap produk yang diperkenalkan 

kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik lisan, melalui iklan 

atau media atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan 

agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran untuk mendapatkan 

informasi. Disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan 

tidak cukup memuaskan oleh konsumen. Apabila barang dan atau jasa tidak 

diterima dengan semestinya. 

Sebagai konsekuensi dari adanya hak-hak konsumen di atas, Undang-

Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Pasal 07 maka 

pelaku usaha dibebankan oleh kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya yang 

sudah di atur dalam Pasal Tersebut, yaitu:72 

1. Beriktikad baik dalam kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan, 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. Dapat diartikan bahwa pelaku usaha dilarang 

 
72 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen, Pasal 07. 
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membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan 

pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada 

konsumen; 

4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan atau jasa 

yang berlaku; 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau 

mencoba barang dan atau jasa yang dibuat dan atau yang 

diperdagangkan. Di sini dapat di artikan tekait barang dan atau jasa 

tertentu itu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa 

mengakibatkan kerusakan atau kerugian; 

6. Memberi kompensai, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa 

yang diperdagangkan; 

7. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian bila barang dan 

atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.  

  

Pada kenyataan pelaku usaha atau produsen ada sebagian yang merugikan 

konsumen dan ada yang tidak merugikan konsumen, Pelaku usaha terkadang ada 

yang melakukan kewajiban sesuai apa yang diterapkan tetapi ada sebagian tidak 

menerapkan kewajiban-kewajiban yang sudah di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 08 Tahun 1999 Pasal 07. dan apabila barang dan atau jasa yang diterima 

dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian maka pelaku usaha diwajibkan 

untuk memberikan informasi yang jelas dan nyata.   

Dinas kesehatan menurut bapak andi “Dinas Kesehatan adalah 

memiliki tanggung jawab serta membina terhadap pelaku industri 

rumah tangga yaitu pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, 

ada makanan siap saji maupun produk makanan kering olahan yang 

dapat disimpan di atas 7 hari”.73  

 

pengawasan produk olahan tape harus terlebih dahulu adanya izin edar, 

tanpa adanya izin edar maka Dinas Kesehatan tidak akan mengawasi proses 

produk olahan tape. Apakah produk olahan tape tersebut bagus atau tidak Ataukah 

 
73 Hasil wawancara bapak Andik (Dinak Kesehatan Bondowoso) Tanggal 25 Mei 2023, Pukul 08.09. 
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layak di konsumsi. para pelaku usa Di wilayah Wringin Kecamatan Wringin 

Kabupaten Bondowoso tidak semua memiliki izin edar (pirt), menurut bapak 

Andik “yang masih belum memiliki izin edar maka akan dibantu sosialisasi oleh 

para UMKM yang sudah memiliki PIRT, untuk mengajukan izin PIRT kepara 

UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki PIRT serta sosialisai oleh 

petugas puskesmas”. Persyaratan yang harus memiliki izin edar yaitu harus 

mengikuti penyuluhan PIRT. Syaratnya: 

1. Fc Ktp. 

2. Foto 4x6 2 lembar. 

3. Materai 10 ribu  

4. Surat pernyataan komitmen. 

5. Surat pengantar desa 

6. Surat pengantar puskesmas 

7. Contoh label atau produk 

8. Denah lokasi 

9. Denah bangunan  

Dalam pengajuan PP-IRT diadakan materi penyuluhan, disanalah Pembina 

tersebut berlangsung karena semua materi yang berkaitan dengan produksi pangan 

yang baik.  Apabila ada laporan masyarakat terkait makanan yang tidak sehat 

maka ditindaklanjuti bersama oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas.  

Dinas Kesehatan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 1 perlindungan konsumen 

adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
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perlindungan bagi Konsumen dan produsen.74 karena tujuan pemerintah melalui 

Dinas Kesehatan adalah ikut menjaga, memantau produk-produk yang diedarkan 

memenuhi keamanan pangan yaitu terdapat adanya BPOM (BADAN 

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN).75  

Dalam hal ini Dinas Kesehatan mempunyai HAK untuk mengawasi 

jalannya proses produksi terhadap tape karena terdapat adanya izin edar. Menurut 

Undang-Undang Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga pasal 1 ayat 7 yaitu 

izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh 

Kepala Badan dalam rangka perdaran pangan olahan.76 Tanpa adanya izin edar 

maka Dinas Kesehatan tidak akan bisa mengawasai proses produksi tersebut. 

Karena yang menentukan baik atau buruknya tape tersebut untuk kesehatan adalah 

Dinas Kesehatan. Tetapi ada sebagian masyarakat tidak memiliki adanya izin 

edar. Jadilah terdapat adanya Perlindungan Konsumen. 

Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

konsumen pasal 1 ayat 1adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 77Sebagai wujud dari 

upaya perlindungan konsumen, telah dibentuk lembaga maupun badan dan 

organisasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas 

suatu produk tertentu yang merugikan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman 

 
74 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1. 
75 Hasil Wawancara Bapak Andi (Dinas Kesehatan Bondowoso) Tanggal 23 Mei 2023, Pukul 08.28.  
76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan dan 

Industri Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 7.  
77 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan KOnsumen Pasal 1 
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Pemberian Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga dalam Pasal 1 

ayat 7 izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan 

oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan. Dalam pasal 1 ayat 2 

pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 

metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Dalam pasal 1 ayat 2, produk 

tape harus memiliki izin edar yang berlaku karena tanpa izin edar, produk tape 

maka akan dibantu sosialisasi oleh para UMKM yang sudah memiliki PIRT, 

untuk mengajukan izin PIRT kepara UMKM makanan dan minuman yang belum 

memiliki PIRT serta sosialisai oleh petugas puskesmas.  

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 Peraturan Presiden tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Pasal 3 adalah:78 

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijaksanaan nasional di bidang pengawasan obat 

dan makanan; 

b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan 

makanan; 

c. Penyusunan dan penentapan norma, standart, prosedur, dan 

kriteria, di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan 

selama beredar; 

d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan 

selama beredar; 

e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanandengan 

instansi pemerintah pusat dan daerah; 

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengawasan obat dan makanan; 

g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan 

makanan; 

h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan BPOM; 

 
78 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 Peraturan Presiden Tentang Badan Pengawasan Obat 

dan Makanan, Pasal 3. 
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i. Pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi 

tanggung jawab BPOM; 

j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di linkungan BPOM; dan 

k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan BPOM; 

 

2. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai 

tindakan pencegahan umtuk menjamin obat dan makanan yang 

beredar memenuhi standard an persyaratan keamanan, khasiat atau 

manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. 

3. Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk 

memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standart dan 

persyatan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang 

ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. 

 

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 Peraturan Presiden tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Pasal 3 di jelaskan bahwa fungsi dari badan 

pengawas obat dan makanan mempunyai tujuan yang jelas dan mencegah 

tindakan obat dan makanan yang tidak sehat.79  

C. Pembahasan temuan 

1. Proses Pengolahan Tape Di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso 

Tape  adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia 

dan merupakan hasil fermentasi singkong dan bisa juga dengan ubi ungu. 

Tape yang baik adalah ketika masak tidak berair, tidak berjamur, khas 

bondowoso tape berwarna kuning merata, matangnya merata.. Ada beberapa 

proses yang harus dilalui untuk proses produksi tape yaitu Singkong, 

pengupasan singkong, pencucian singkong, pengukusan singkong, peragian, 

didiemkan dan barulah menjadi tape. 

 
79 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Peraturan Presiden tentang Badan Pengawasan 

Obat dan Makanan, Pasal 3.  
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2. Standart Kesehatan Terhadap Produk Olahan Tape Di Desa Wringin 

Kabupaten Bondowoso. 

Standart kesehatan Tape adalah saat pengolahan terjadi harus sesuai 

dengan pengolahan tape tersebut sehingga bisa layak dikonsumsi dan 

pengolahan Tape tersebut harus tepat dan layak untuk di konsumsi 

masyarakat. Karena kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori 

(ilmu) dan praktek seni yang bertujuan untuk mencegah penyakit, 

memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk. Kesehatan 

masyarakat mencakup 5 golongan yaitu: 

1. Sanitasi lingkungan menurut WHO adalah upaya pengendalian 

semua faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin 

menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan 

bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan hidup 

manusia. 

2. Pemberantasan penyakit 

3. Pendidikan kesehatan  

4. Manajemen  

5. Pengembangan rekayasa sosial dalam rangka pemeliharaan 

kesehatan masyarakat. 

Karena kesehatan msyarakat juga diperlukan pengolahan tape, karena 

pengolahan tape yang tepat bisa terjamin kesehatannya. 

3. Sistem Pengawasan Dari Dinas Kesehatan Bondowoso Terhadap 

Produk Olahan Tape di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso Ditinjau 
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Dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Sistem Pengawasan dari Dinas Kesehatan ada kaitannya dengan 

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

terletak di pengawasan. Pengawasan dari Dinas Kesehatan sangat 

diperlukan untuk proses pengolahan tape tersebut. Tujuan dari pemerintah 

melalui pengawasan Dinas Kesehatan adalah untuk menjaga, memantau 

produk-produk yang diedarkan untuk memenuhi keamanan pangan. 

Dalam Pengawasan produk olahan Tape dari Dinas Kesehatan, Pelaku 

Usaha wajib memiliki izin edar. Undang-Undang Peraturan BPOM Nomor 

22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan 

IndustriRumah Tangga Pasal 1 Ayat 1 Izin Edar adalah persetujuan hasil 

penilaian pangan olahan rumahan yang diterbitan oleh kepala Badan dalam 

Rangka peredaran pangan olahan.80 Tanpa adanya Izin Edar maka Dinas 

Kesehatan tidak akan bisa mengawasi proses produki tersebut. Karena 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah untuk mengawasi 

jalannya proses produksi terhadap tape. Kenapa perlu adanya izin edar, 

Karena produk olahan tape harus ada pengawasan yang di lakukan oleh para 

pelaku usaha untuk proses produksi tape tersebut. Apabila ada izin edar 

maka pengolahan tape tersebut bisa terjamin kualitas dan kuantitasnya. 

 

 

 
80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan dan 

Industri Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penulis dapat memberikan kesimpulan dalam pembahasan tersebut 

mengenai perlindungan Hukum bagi konsumen oleh Dinas kesehatan terhadap 

produk olahan tape di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso 

adalah: 
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1. Proses  pengolah tape desa wringin, terdapat beberapa langkah-

langkah yang harus di olah diantaranya singkong, pengupasan 

singkong, pencucian singkong, perebusan terhadap singkong, diangkat 

dan didinginkan, di kasih ragi, di diamkan barulah menjadi tape. 

2. Standart kesehatan Tape adalah saat pengolahan terjadi harus sesuai 

dengan pengolahan tape tersebut,sehingga bisa layak dikonsumsi dan 

pengolahan Tape tersebut harus tepat dan layak untuk di konsumsi 

masyarakat. Karena kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara 

teori (ilmu) dan praktek seni yang bertujuan untuk mencegah 

penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan 

penduduk. Tanpa adanya standar kesehatan, Kesehatan masyarakat 

juga diperlukan untuk pengolahan tape karena pengolahan yang tepat 

bisa membuat kesehatan terjamin. Pelaku usaha atau Produsen harus 

memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengolahan 

Tape untuk di konsumsi terhadap konsumen. 

3. Sistem Pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso Terhadap 

Produk Olahan Tape di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso.  

Pengawasan dari Dinas Kesehatan sangat diperlukan untuk proses 

pengolahan tape tersebut. Karena adanya Pengawasan Dari Dinas 

Kesehatan  maka proses pengolahan tape bisa terjamin kesehatannya. 

Kesehatan bagi masyarakat sangat diperlukan di sini, karena proses 

yang terjamin akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan 

masyarakat. Kenapa pengawasan pengolahan tape tidak di lakukan 
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olejh perlindungan konsumen? Karena yang mengawasi jalannya 

proses olahan tape dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan 

mempunyai wewenang terhadap pengawasan pengolahan Tape. Tanpa 

adanya pengawasan dari Dinas kesehatan, maka pengolahan tape tidak 

akan higinis. Karena Dinas Kesehatan bisa terjamin, apabila itu 

menyangkut kesehatan masyarakat. 

B. SARAN 

Skripsi ini akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas kembali: 

1. Pelaku usaha atau Produsen produk tape hendaknya memberikan 

kualitas yang baik dan bagus, agar masyarakat yang mengkonsumsi 

tape tersebut bisa merasa puas. Pelaku usaha wajib menaati peraturan 

perundang-undangan yang berlaku tanpa melanggar hak dan 

kewajiban, apabila nanti ada kesalahan terhadap produk tersebut bisa 

bertanggung jawab dan ganti rugi. 

2. Untuk para Konsumen Produk olahan Tape di Desa Wringin, 

Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso agar tetap memenuhi hak 

dan kewajibannya sebagai konsumen, agar memahami hak dan 

kewajiban pelaku usaha. Apabila pelaku usaha melakukan kelalain, 

maka konsumen hendaknya meinta ganti rugi terhadap pelaku usaha 

tersebut. 

3. Bagi para sarjana hukum hendaknya memberikan pengarahan dan  

informasi mengenai perlidungan hukum terhadap produk olahan tape 
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agar konsumen tidak terus-terusan di tipu oleh para pelaku usaha yang 

mempunyai I’tikad yang tidak baik terhadap konsumen. 

4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti berbagai macam 

kegiatan oleh produk oalahan tape yang akan dilakukan oleh 

masyarakat Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso 

khususnya produk olahan Tape yang berada ditempat peneliti 

selanjutnya, agar terhindar dari kesalahan yang ditetapkan oleh 

Undang-Undan 
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